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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi 

yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah 

lembah pada ketinggian 250-500meter diatas permukaan laut (dpl) yang 

terletak dibagian tengah pada wilayah Kabupaten Malang.  

 

2. Permasalahan kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian 

pemerintah daerah kabupaten malang belum maksimal, sebagai bukti 

laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah lebih kecil dibandingkan 

dengan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, penyebab 

permasalahan masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan 

keuangan daerah, hal ini mengakibatkan pembiayaan belanja operasi masih 

tergantung pada dana transfer pemerintah pusat karena pendapatan 

pemerintah daerah mengalami defisit. 

 

 

3.  Rasio kemandirian  

Nilai rasio kemandirian menghasilkan pola hubungan intruktif 

dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian 

pemerintah daerah kabupaten malang atau pemerintah daerah belum mampu 

melaksanakan otonomi daerah. Pola kemandirian keuangan daerah 
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Kabupaten Malang masih tergolong dalam interval 0%-25% maka peranan 

pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah dapat 

digambarkan bahwa kemampuan dan kinerja daerah Kabupaten malang 

dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan suatu 

daerah masih sangat rendah masih sangat tergantung bantuan dari 

pemerintah pusat.  

4. Rasio Efektivitas PAD dari tahun 2017-2020 berfluktuasi rasionya lebih 

besar dari 100% termasuk dalam kategori atau kriteria sangat efektif, karena 

nilai rasio efektifitas lebih dari 100% sebab realisasi pendapatan asli daerah 

lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan asli daerah, maka 

pemerintah daerah sudah efektif dalam merealisasikan target penerimaan 

pendapatan asli daerah. 

5. Rasio efesiensi dikatakan efisien karena realisasi belanja lebih kecil 

dibandingkan anggaran belanja, secara umum efisien di Pemerintah Daerah 

kabupaten Malang tahun 2017-2021 sudah baik sebab realisasinya sudah 

dibawah 100%. 

6. Rasio pertumbuhan dinilai dari total belanja tahunan lebih besar dibanding 

total belanja tetap dan nilai rasio rata-rata pertumbuhan sebesar 21% dari 

tahun 2017-2021 dikatakan sudah normal karena lebih dari 10%.   

 

B. Saran 

 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, 

dan pendapatan pengeloaan kekayaan daerah., serta pendapatan lain-lain 
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daerah, untuk mempertahankan suatu usaha yang dapat memberikan 

pemasukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 

pentingnya pembayaran pajak daerah untuk pembangunan daerah 

Kabupaten Malang khususnya.   

2. Kabupaten Malang harus lebih efektif dan efesien dalam memperhatikan 

keserasian antara belanja operasional dengan pembangunan.  

3. Pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan pencapaian pendapatan asli 

daerah dengan lebih menggali potensi yang ada sehingga daerah tidak 

selalu bergantung pada pemerintahan pusat.  

4. Memberi pelatihan kepada jajaran badan keuangan dan asset daerah yang 

mengelola keuangan dan pendapatan asli daerah dalam penyusunan 

anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat 

mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian 

yang lebih efektif.  
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